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Lapora at Lapora keungan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1$ Tahun 2004 tentang Pereriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor IS Tahun 2006 
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan 
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, yang terdiri dari Neraca tanggal 34 Desember 
2025, Lapora Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan 
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Lapora Perubahan Elitas untuk tabun yang 
berakhir pada tang.gal tercbut, serta Catatan atas Laporan Keuangan 

Tagang Jawab Pemerintah at.as Laporn eungan 

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara bertang.gong jawab at.as penyusunan dan pen yajian 
wajar laporan kcuangan scsuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan dan pengendaian 
intern yang memadai untuk menyusun lapore keuangan yang bebas dari salah saji 
material, bail yang discbabk.an oleh kccurangan mapun kcsalahan 

Tangng Jawab BP 

Tanggong jawab BPK adalah untuk menyatak.an suatu opini at.as laporan kcuangan 
berdasark.an pemeriksaan PK BPK melaksanak.an pemeriksaan berdasarkan Standar 
Pemeniksaan Keuangan Negara. Standar terebut mengharuska BPK mermatuhi kode etik 
B3PK,serta merencanakan dan melaksanaka pereniksaan untuk memperoleh keyak inan 
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajan 
material. 

Suatu pemeriksaan mehiputi pengujian bukti-bukti yang mendulung angare-angka dan 
pengungkapan dalam laporan keuargan. Prosedur yang dipilih mendasark.an pada 
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material 
dalam laporan keuangan, bank yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. 
Dalam melakukan penilaian risiko, Pereriksa mempertimbangan pengendalian intern 
yang relevan dengan peonysunan dan penyajian wajar Lapora Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Konawe Utara untu.k merancang prosedur pererikaan yang tepat sesua 
dengan kondisi yang ada, tetapi bulan ntuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas 
pngendalian intern Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Pereriksaan yang dilakukan 
BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang dgunakan dan 
kewajaran estimasi ak untansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, 
serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secarakeseluruhan 

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, 
scbagai dasar untuk menyatakan opini BPK 

BPK Perwalila Provinsi Sulawesi Tenggar 



Opini 

Menurut opini BPK_, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajik.an secara wajar, 
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara 
tanggal 34 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, 
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Laporan atas SPI dan Kepatuhan 

Untuk memperoleh keyak inan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan terse but, 
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuban 
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas 
Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang­ 
undangan disajikan dalam Laporan Nonor 24./T/L HP/DJPKN­ 
VLKDR/PPD,01/05/2026 tanggal 22 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari laporan ini. 

ng 4awat Peeriksaan, 

Kendari, 22 Mei 2026 
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